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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh
Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan Informan penelitian
menggunakan teknik purposive sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah
Imuem Mukim Silatong, informan utama Sekretaris Mukim Silatong dan sedangkan
informan pendukung adalah Geuchik atau kepala desa dan masyarakat Kemukiman
Silatong. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian
menunjukkan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang
pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh Singkil dengan menggunakan teori Van
Meter dan Van Horn yaitu dengan menggunakan 6 fokus yaitu: (1) Standar dan Sasaran dan
tujuan, (2) komunikasi, (3) sumber daya,(4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi
implementor, 6) kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keadaan sosial di wilayah
Kemukiman Silatong sudah cukup baik untuk menerima kehadiran Mukim.

Kata kunci: Implementasi, Qanun, Mukim, Aceh Singkil

PENDAHULUAN

Secara Historis, pemerintahan
Imeum Mukim sudah ada pada masa
kesultanan Aceh terdahulu. Imuem
Mukim bukanlah instasi pemerintahan
yang dibentuk oleh pemerintah Hindia
Belanda ataupun pemerintah Indonesia,
melainkan terlahir dari pemerintahan
kesultanan Aceh. Pada masa itu imeum
Mukim salah satu struktur instansi formal
dalam penyelenggaraan pemerintah
Gampong. Imeum Mukim merupakan
pemimpin Mukim. Mukim sendiri adalah
daerah teritorial yang merupakan
gabungan dari beberapa Gampong (desa)
yang merupakan kesatuan masyarakat
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hukum yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan pemimpinnnya disebut
Geuchik (sebutan kepala desa di Aceh).
Geuchik merupakan pemerintahan
terendah dalam sistem pemerintahan
kerajaan Aceh (Mahdi Syahbandir:2014).

Dengan artian Imuem Mukim bisa
disebut sebagai mitra kerja Geuchik
Gampong.

Pada masa itu imeum Mukim

mempunyai tugas: (1) Bertindak sebagai
Wakil Ulhee Balang untuk
mengumumkan segala titahnya serta
membantu pelaksanaan perintah Ulhee
Balang dalam lingkungan Mukimnya; (2)
Mengkoordinasi dan mengawasi
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pelaksanaan pemerintahan Gampong; (3)
Mengadili dan meyelesaikan perkara,
baik perdata maupun pidana yang tidak
mampu diselesaikan oleh Geuchik
Gampong (Marjasin: 1991).

Pada era reformasi, Mukim
sebagai sebuah lembaga pemerintahan
lahir kembali dari rahim otonomi khusus.
Pengakuan keberadaan dan kedaulatan
Mukim dalam organisasi pemerintahan di
Aceh dapat dianggap sebagai hikmah
atas perjuangan dengan nilai historis dan
idealisme yang besar di dalam kehidupan
bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan
lahirnya UU Nomor. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (kemudian
disebut dengan UUPA) sebagaimana yang
terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang
berbunyi : “Aceh adalah daerah provinsi
yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Menurut UUPA Pasal 1 ayat 2
tersebut, Aceh adalah wilayah berdaulat
dengan hak-hak khusus dan dengan
kekuasaan khusus untuk mengatur dan
mengurus masalah pengelolaan
berdasarkan kepentingan rakyat Aceh
dan disesuaikan dengan UUD Republik
Indonesia 1945. Salah satunya adalah
aturan yang secara tegas disebutkan
dalam undang-undang terebut adalah
pemerintahan  Mukim. Terbentuknya
sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga
semata-mata dilahirkan dalam rangka
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mewujudkan nilai-nilai yang dianggap
idealis ke-Acehan yang berbasis nilai
sosio-kultural. Imeum Mukim bersama

dengan orang-orang yang
bertanggungjawab dalam bidang
pengelolaan sumberdaya alam di

Gampong-Gampong atau wilayah Mukim
ditempatkan sebagai bagian dari
lembaga Adat di Aceh (Azmi: 2019).

Secara  struktur  administratif
pemerintahan Aceh, pemerintahan
Mukim berada di bawah pemerintahan
tingkat Kecamatan. Kecamatan adalah
penyelenggara pemerintahan di bawah
Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab
langsung kepada Bupati/Walikota.
Kecamatan memiliki tugas
melaksanakan koordinasi
penyelenggraan pemerintahan,
pelayanan publik, pemberdayaan dan
kesejahteraa masyarakat Gampong atau
Desa. Sedangkan pemerintahan mukim
berada di bawah Kecamatan dan
membawahi beberapa Gampong, Mukim
memiliki tugas sosial kemaysarakatan
lebih besar seperti masalah adat istiadat,
Agama, penyelenggaraan syariat Islam,
dan pelestarian lingkungan, akan tetapi
porsinya sebagai penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan kecil.

Berdasarkan uraian tersebut,
Imuem Mukim memliki peran yang
sangat penting dalam pemerintahan
Gampong dan memiliki kekuasaan yang
cukup besar dalam  menjalankan
perannya. Mukim Silatong sebagai bagian
dari Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil, memiliki
masalah sosial yang cukup berbanding
jauh dengan mukim-mukim yang lain di
Kabupaten Aceh Singkil.

Peran Mukim masih belum
teraplikasikan dengan baik dan sesuai
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dengan manajemen pemerintah daerah
yaitu Qanun tentang pemerintahan
Mukim. Maraknya pengguna narkoba,
minuman keras dan perjudian,
menunjukkan lemahnya pelaksanaan
syariat Islam di Mukim tersebut.
Kemudian kurangnya pengetahuan kaum
muda tentang adat istiadat, kebudayaan,
dan kurangnya ketentraman di Gampong-
Gampong di bawah wilayah Mukim
Silatong menunjukkan Qanun yang yang
membahas tentang pemerintahan Mukim
di Aceh Singkil yaitu Qanun Nomor 1

tahun 2012 masih belum
terimplementasi dengan baik.
Oleh sebab itu penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai
Implementasi Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 1 tahun 2012 Tentang
Pemerintahan Mukim penelitian
deskriptif kualitatif di Kabupaten Aceh
Singkil Provinsi Aceh.

METODE

Menurut Sugiyono (2014)
metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Berdasarkan hal
tersebut terdapat empat kata kunci
yang perlu diperhatikan yaitu cara
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
Darmadi menjelaskan bahwa metode
penelitian adalah suatu cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan
tujuan tertentu (Darmadi: 2014) . Cara
ilmiah berarti kegiatan penelitian itu
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu
rasional, empiris dan sistematis.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat
disimpulkan bahwa metode penelitian
adalah suatu cara ilmiah untuk
memperoleh data dengan tujuan
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tertentu.

Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis metode deskriptif dengan
pendekatan penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah. Penelitian ini dilakukan di
kantor Kemukiman Silatong kabupaten
Aceh Singkil. Adapun Alasan peneliti
memilih lokasi penelitian tersebut,
karena penelitian ini bertujuan untuk
mendapat gambaran data-data dan

informasi yang jelas, lengkap dan
memungkinkan serta mudah bagi
peneliti untuk melakukan penelitian

observasi. Waktu penelitian adalah
tanggal 20 Maret sampai dengan
tanggal 22 Mei 2023.

Informan adalah orang-orang
yang betul-betul terlibat langsung dalam

suatu objek penelitian. Penentuan
sumber informan penelitian
menggunakan teknik purposive
sampling. Menurut Sugiyono

(2017:218) purposive sampling ialah
teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan ini misalnya orang
tersebut yang dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa
sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek/sosial yang diteliti.
Berdasarkan teknik purposive
sampling dalam penelitian ini, diperoleh
informan Kkunci, yaitu: Imuem Mukim
Silatong Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Aceh Singkil sebagai
individu yang paling memahami
implementasi Qanun tentang
pemerintahan Mukim. Kemudian
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informan utama yaitu: Sekretaris
Mukim Silatong. Informan pendukung
yaitu salah satu Geuchik atau kepala
desa dan masyarakat yang berada
diwilayah Kemukiman Silatong.

Sumber data dalam penelitian ini
disesuaikan dengan jenis data yang
dikumpulkan. Maka berasarkan hal
tersebut, sumber data dalam penelitian
ini terbagi dua, yaitu:

1) Sumber Data Primer, adalah data
yang diperoleh dari sumber
pertama melalui prosedur dan
tekhnik pengambilan data berupa
observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2013) observasi
adalah mengamati langsung
kelapangan, peneliti bisa
mendapatkan hal-hal yang tidak
akan terungkap oleh responden
pada wawancara sehingga
memperoleh kesan pribadi, dan
merasakan situasi sosial yang
diteliti.

Wawancara menurut Esterbeg
dalam Sugiyono (2017) adalah
pertemuan antara dua orang untuk
dapat bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu.

2) Sumber Data Sekunder, adalah
data yang diperoleh dari sumber
vyang tidak langsung, biasanya
berupa data dokumentasi dan
arsip-arsip penting. Adapun data
sekunder dalam penelitian ini
adalah (1) Buku-buku yang
relevan dengan judul penelitian. (2)
Dokumen-dokumen resmi secara
tertulis tentang kondisi
pemerintahan desa Silatong yang
memili relevansi dengan fokus
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masalah penelitian.

Menurut Miles dan Huberman
(Burhan, Bungin: 2012) Teknik analisa
data adalah cara yang dilakukan oleh
peneliti  dalam penelitian untuk
mengolah data-data yang diperoleh.

Analisa data dimaksudkan untuk
memperoleh hasil penelitian sebagai
suatu kesimpulan setalah

dilakukannnya pengolah data tersebut.
Teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik
analisa data kualitatif dengan cara
analisa konteks dari telaah pustaka dan

analisa pernyataan dari hasil
wawancara dari informan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1: Struktur org K '3
Imuem Mukim
Tgk. Bahria Malau
Sekretaris Mukim
Tgk. Yasuddin
e Kasi Casi
Kasi llf'""“ Pemeri.:lsllahnn Pem[:;:]Sgunan
Renta Azhar Subrahim
Ketentuan Qanun tersebut
menjadi idealita yang seharusnya

terimplementasikan dengan baik dalam
wilayah Kemukiman. Namun demikian,
dalam realitanya lembaga Mukim tidak
seluas peran yang diberikan oleh Qanun

Kabupaten Aceh Singkil tentang
Pemerintahan Mukim. Hal ini sesuai
dengan yang dipaparkan oleh Imuem

Mukim Silatong bapak Bahria Malau :
“Peran Imuem Mukim belum
maksimal, karena kita sebagai
manusia biasa pasti memiliki
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kelemahan dan kekurangan, akan
tetapi kita berusaha untuk bekerja
maksimal namu hasilnya belum
tentu maksimal’(20 Mei 2023,
wawancara dengan bapak Bahria
Malau Imuem Mukim Silatong).

Dari hasil wawancara diatas maka

dapat pahami bahwa peran Imuem
Mukim belum cukup maksimal
terimplementasi dengan baik. Imuem

Mukim memiliki peran vyudiris yaitu
memiliki hak eksekusi langsung putusan
suatu masalah, hal ini menunjukkan
besarnya wewenang Mukim dalam
pemerintahan Aceh, akan tetapi sangat
disayangkan masih belum berjalan sesaui
dengan yang ada di Qanun Aceh Singkil.
Sebagaimana yang dikataan bapak
Yasuddin selaku sekretaris Mukim
Silatong menyatakan bahwa hanya
sebagian kecil terimpelementasinya
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1
tahun 2012, Qanun tersebut tidak akan
terimplementasi dengan baik jika hanya
dilakukan oleh Mukim, akan tetapi harus
ada perhatian pemerintah daerah untuk
membantu.

Untuk menjalankan Qanun ini
Imuem Mukim di tuntut untuk melakukan

koordinasi dengan organiasai terkait
untuk mencapai tujuan yang ditelah
ditetapkan. Sebagaimana yang

disampaikan oleh bapak Yasuddin

sekretaris Mukim Silatong:
“lya, untuk
pelakasanaan  Qanun ini  Kkita
bekerjasama dengan berbagai
instansi mulai dari desa, lemabaga
adat, kecamatan sampai ke
pemeritahan kebupaten atau Kkota.
Dalam kerjasama tersebut pasti ada
komunikasi yang baik agar bisa

memantapkan
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berjalan lancar’ (21 Mei 2023,
wawancara dengan Yasuddin
Sekretaris Mukim Silatong).

Dari hasil wawancara diatas dapat
diketahui bahwa untuk memaksimalkan
pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 1 tahun 2012
pemerintahan Mukim saling bekerjasama
dengan pemerintahan yang ada mulai

dari lembaga adat, pemerintahan
Gampong, pemerintahan Kecamatan
hingga ke tingkat pemerintahan
Kabupaten. Untuk menciptakan
kerjasama yang baik pemerintahan

Mukim harus menjalin komunikasi timbal
balik yang baik pula dengan lembag-
lembaga tersebut. Hal ini juga di
sebutkan oleh bapak Bahria Malau
Imuem Mukim Silatong:
“tentu komunikasi itu sangat
penting dalam implementasi kerja
kita, pasti komunikasi yang baik,
bagaimana kita bisa
melaksanakan tugas kita jika
komunikasi kita tidak baik” "(20

Mei 2023, wawancara dengan

bapak Bahria Malau Imuem

Mukim Silatong).

Jumlah SDM vyang di Mukim
Silatong masih sangat kurang jika

dibandingkan dengan yang semestinya.
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan
bapak Bahria Malau selaku Sekretaris
Mukim Silatong:

“Jumlah pegawai kita cuma lima

orang, bagaimana bisa
memaksimalkan implementasi
tersebut  jika orang yang

menjalankannya saja masih belum
cukup” (21 Mei 2023, wawancara
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dengan Yasuddin Sekretaris

Mukim Silatong).

Dari hasil wawancara diatas maka
dapat disimpulkan bahwa untuk
mendapatkan hasil yang baik diperlukan
pegawai yang memadai untuk mengisi
seluruh bidang Kemukiman, akan tetapi

jumlah SDM vyang kurang secara
kuantitas akan mempengaruhi
implementasi yang buruk.

Ketersediaan sumber dana
anggaran merupakan faktor penting
dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
Ketersediaan dana mempengaruhi
ketersediaan implementor,
pengembangan kemampuan teknik
implementasi, manajemen persiapan

implementasi, dan pemantauan untuk
memastikan dukungan dan kepatuhan
personal. Begitu juga dengan halnya
ketersediaan sarana dan prasarana yang
sangat penting untuk menunjang Kinerja
implementasi kinerja. Sebagaimana yang
dikatakan oleh bapak Bahria Malau
Imuem Mukim Silatong:
“Anggaran dari pemerintah masih
minim, sedangkan untuk honor
Imuem Mukim saja hanya 1,7 juta
rupiah. Kita bekerja di Kemukiman
ini hanya sebagai panggilan jiwa
jangan mengaharapkan gaji yang
diberikan karena tidak seberapa.
Sedangkan untuk sarana
Alhamdulillah kita sudah memiliki
kantor sendiri karena  ada
beberapa Kemukiman yang sama
sekali tidak memiliki kantor” (20
Mei 2023, wawancara dengan
bapak Bahria Malau Imuem
Mukim Silatong).
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Dari hasil penelitian akan
disajikan tabulasi yang isinya mereduksi
hasil penelitian.

No Teori Implementasi Van Meter Faktor Penghambat
n

KESIMPULAN
Setalah

dilakukan
pembahasan dan menganalisis terhadap

penelitian,

permasalahan “Implementasi Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun
2012 Tentang Pemerintahan Mukim:
Penelitian Deskriptif Kualitatif di
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”.
Jika dianalisis menggunakan metode
implementasi Van Meter dan Van Horn,
maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 1 tahun 2012 sebegai
standar dan sasaran kebijakan belum
berjalan dengan baik, karena ada
beberpa indikator yang menjadi
penghambat Qanun tersebut untuk di
Implementasikan. Sebagaimana telah
diuraikan dalam bab-bab terdahulu,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
atas permasalahan tersebut Sumber daya
manusia yang masih minim, ketersedian
sarana dan prasarana yang belum
lengkap untuk menunjang pekerjaan
Kemukiman, tanggung jawab pegawai
Kemukiman Silatong yang masih minim
dalam menjalankan tugasnya, kurangnya
kesadaran dan keseriusan implementor
dalam mengimplementasikan kebijakan,
dan yang terakhir adalah keadaan sosial
budaya, ekonomi masyarakat dan di
Kemukiman itu sendiri, dan keadaan
politik yang kurang baik.
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